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ABSTRAK

Tujuandaripenelitianiniadalah untukmengetahui:1). Penyebab realisasi retribusi
daerah di Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi, 2)
persentase kontribusipenerimaan retribusidaerahterhadap PADKabupaten/Kota di
Provins Kaimantan  Barat;3).tingkatdankecenderungan  efektivitasdalam
penerimaan  retribusidaerahdiKabupaten/Kota di Provinsi  Kalimantan
Barat;Peningkatan Pendapatan Adli Daerah merupakan salah satu usaha
untuk mengatas pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,sektorretribusi merupakan
sektoryang sangat besardanpotensialuntukdigali,karena retribusidaerah dipungut
atas balas jasayangdisediakan pemerintah daerah.Penyebab realisasi retribusi
daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan
adalah adanya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes,
pelayanan gratis terhadap biaya penggantian cetak KTP/Akta Catatan Sipil, dan
Retribuzi izin trayek menurun karena mudahnya mendapatkan kredit kepemilikan
sepeda motor, adanya juru illegal dan parkir liar, mangjemen pengelolaan parkir
masih belum baik, Sedangkan peningkatan realisasi penerimaan retribus daerah
Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Barat disebabkan oleh pelayanan
kesehatan dimana terdapat perubahan Askes menjadi BPJS Kesehatan.

Optimalisasi retribusi  kebersihan/persampahan, retribusi  parkir dan
peningkatan realisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Rata-rata
kontribusi retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Barat
tergolong kategori sedang. Secara Keseluruhan Kontribusi retribusi daerah
tertinggi diraih olen Kota Singkawang, Kontribusi terendah diperoleh oleh
Kabupaten Kayong Utara. kontribusi kategori baik adalah Kota Singkawang,
kontribusi kategori cukup baik sebanyak 4 (empat) Kabupaten sedangkan kategori
kontribusi sedang sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota.Untuk kontribusi kategori
kurang sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota sedangkan kategori kontribusi sangat
kurang terdapat 2 (dua) Kabupaten. Tingkat efektivitas pengelolaan retribus
daerah  Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Barat secara keseluruhan
dikategorikan sangat efektif, dimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi
tertinggi diraih oleh Kabupaten Kapuas Hulu dengan kategori sangat efektif, dan
tingkat efektivitas terendah diperoleh oleh Kabupaten Melawi dengan kategori
kurang efektif.

Kata kunci : kontribusipendapatan,retribusi daerah, PAD,efektivitas.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang Penelitian

Peranotonomidaerahyang bertanggung jawabdiharapkanmampuuntuk
membiayaipenyelenggaraan PemerintahDaerahnya. Olehkarenaitu, Pemerintah
Daerah dituntutuntukl ebihaktif
dalammengel ol adanapenerimaanpemerintahyangmeliputi
penerimaanpaj ak, penerimaan yangdi perol ehdari penj ualanbarangdanjasayang
dimilikipemerintah.Banyakfaktoryangmempengaruhiprosespembangunanantara
lain,faktorsumberdayaterbatas,faktorsumberdayamanusi a,sumberdayaalam,
sumber dayaekonomi. Hukum Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian
apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah
pun akan meningkat. Terutama disebabkan karena Pemerintah harus mengatur
hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum,pendidikan,rekreasi,kebudayaan
dan sebagainya.(Mangkoesoebroto,2001:17).

Sedangkan menurut teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa dengan
adanya perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin
meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan
pagak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat
(Idris,2016:38). Menurut Teori Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian
ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. la
berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja
masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan
pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri (Esmara,1985:21). Selama
terjadi Great Depression, ha ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak
populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan.
Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain menetapkan kerangka
hukum  (legal framework) yang melandasi suatu  perekonomian,

mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak, memproduksi
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komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan

simpanan, dan asuransi, membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan

oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan, meredistribusikan (membagi

ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan

menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak

terlantar, menyantuni  fakir miskin, dan sebagainya.  Sepertiyang

diungkapkanpadaUndang-undangNo.23Tahun2014 tentang

pemerintahandaerah,sal ahsatubagi andari sumber pendapatan adal ahberupa

Pendapatan AsliDaerah(PAD)yangberasal dari:

1. Hasilpajak daerah

2. HasiIretribusidaerah

3. Hasilperusahaanmilikdaerahdanhasi | pengel ol aankekayaandaerahyang
dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatanyangsah.

Peningkatan Pendapatan AsdliDaerahmerupakan salah satuusahauntuk
mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka
meningkatkan pendapatan daerah, sektorretribusidaerah merupakan sektoryang
sangat besaruntukdi galidandi perluaspengel olaannya, karena
retribusi daerahdi pungutatas balagasayang
di sedi akanpemerintah. Pel ak sanaanpemungutanretribusi daerah
dilakukandiluarwaktuyang telahditentukanol ehperaturanundang-undang, selama
pemerintahdaerahdapatmenyediakanjasa ataspungutanatasdasarpersetuj uan
pemerintah pusat. Pada otonomi daerah masing-masing Kabupaten/Kota
mengeluarkan Perda yang mengatur tentang tata cara ketentuan tentang
pemungutan retribusi daerah. Pada kenyataan masih terdapat pungutan liar yang
dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tidak menyetor ke
kas daerah, melainkan untuk kepentingan pribadi walapun Pemerintah sudah
memberlakukan pelayanan gratis.

Penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Supardi,(2008) yang berjudul
“Kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kabupaten Bantul (periode 1996/1997-2005). Berdasarkan hasil analisis data
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tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kontribusi daerah
Kabupaten Bantul terhadap PAD pada periode tahun anggaran 1996/1997 sampai
dengan tahun anggaran 2005, nilainya cukup baik dan hampir mendekati 100%.
Oleh karena itu, hipotesis pertama, yang berbunyi: “Diduga kontribusi retribusi
daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 1996/1997—
2005 mengalami peningkatan”, adalah terbukti.Pemerintah daerah kabupaten dan
kota harus terus menggali sumber dana, melalui intensifikas maupun
ekstensifikasi. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua
hal penting dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Pihak pemerintah daerah
senantiasa harus mengembangkan sertamemberdayakan potensi di daerahnya
dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah agar siap
mengantisipasi era globalisasi. Realisas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
semakin meningkat akan mendorong kemandirian daerah dalam membiayai
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk lebih mempermudah pembangunan di daerah, perlu kiranya ditetapkan
prioritas pembangunan melalui  kebijakan-kebijakan tentang prioritas
pembangunan dan kebijaksanaan tentang anggaran, karena kebijaksanaan ini akan
membantu pemerintah daerah untuk menentukan target pembangunan yang
dilaksanakan. Demikian juga kebijakan mengenai anggaran akan membantu
pemerintah daerah dalam mengontrol masalah keuangan daerah dan sebagai
alat untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Selain itu untuk
mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sendiri, maka diperlukan
kebijakan daerah melalui penetapan peraturan daerah. Sehingga tujuan akhir
pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah untuk  kepentingan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan ekonomi dapat tercapai. Salah satu komponen
penting dari Pendapatan Adli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah
merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dikarenakan ada jasa
tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada individu secara perorangan.
Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah
tersebut, dan bisa dijadikan sebagai sumber utama pendapatan daerah selain pagjak
daerah, bagian laba usaha daerah maupun lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
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sah.Sebagaimana diketahui bahwa retribusi daerah sebagai sumber penerimaan
dalam negeri mempunyai potensi untuk dijadikan sumber pendapatan nasional,
mengingat semakin banyak orang pribadi maupun pihak swasta yang
menggunakan jasa yang disediakan pemerintah sekarang ini. Yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah bagaimana cara mengoptimalkan pemungutan
retribusi daerah sehingga memberikan hasil yang maksimal,berikut Tabel 1
tentang Realisas retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat :

Tabel 1
REALISASI RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2009 — 2014 (dalam Jutaan rupiah)

NO | KAB/KOTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 | SAMBAS 15,398 | 15,624 | 17,547 3,118 | 4,328 3,105
2 | BENGKAYANG 1,995 1995 | 5576 6,644 | 7442 | 13,076
3 | LANDAK 1,721 2,171 | 1,935 5026 | 9,741 6,873
4 | MEMPAWAH 2,144 2,766 | 3,738 9,102 | 9526 | 19,434
5 | SANGGAU 9,223 7,507 | 10,942 | 13,155 | 22,728 | 21,802
6 | KETAPANG 2,446 3410 | 4,232 9,278 | 7,940 6,459
7 | SINTANG 9,847 | 12,382 | 17,388 | 18,805 | 11,064 4,671
8 | KAPUASHULU 1,725 6,281 | 7650| 11,770 | 12,046 | 25,597
9 | SEKADAU 1,687 2,977 | 3537 5546 | 7,331 8,239
10 | MELAWI 4,843 4,399 | 3,205 5116 | 6,632 4,674
11 | KAYONG UTARA 0,354 0,516 | 0,683 0504 | 0611 3,325
12 | KUBU RAYA 4,417 4,198 | 5571 7,048 | 8166 | 25,180
13 | PONTIANAK 16,031 | 18,305 | 23,940 | 26,993 | 53,412 | 49,752
14 | SINGKAWANG 13,168 | 15,883 | 20,402 | 17,119 | 24,071 9,771

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Mulai dari sektor pariwisata sampai dengan jasa-jasa yang disediakan oleh pihak
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swasta. Daerah-daerah yang cukup potensial di Kalimantan Barat antara lain

Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Kota

Singkawang, yang banyak memiliki sektor industri dan pariwisata yang dapat

dikenakan tarif retribusi. Dari retribusi inilah yang akan menyumbang ke

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Melihat potensi yang dimiliki

oleh Provins Kalimantan Barat diharapkan kontribusi dari retribusi daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Kalimantan

Barat harus sudah optimal, namun kenyatasan masih banyak potensi PAD yang

belum digali. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di  Provins

Kalimantan Barat masih bersifat fluktuatif dan ada juga yang naik dan adanya

juga turun. Target yang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota mengakibatkan pada akhir tahun realisasi tidak tercapai atau

kurang efektif dan sebaliknya.Pengelolaan retribusi yang belum maksimal dari

daerah, untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan retribusi daerah

terhadap PAD maka penulis bermaksud untuk

menelitidenganjudul :’Kontribusi RetribusiDaer ahter hadapPendapatan Adli

Daerah(PAD) Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Barat(Periode2009—

2014)".

1.2 Permasalahan

Berdasarkanuraianmakapenuli sdapatmerumuskanpermasal ahansebagai berikut:

1. Mengapa realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provins
Kalimantan Barat mengalami fluktuasi?

2. Seberapabesarkontribusi penerimaanretribus daerahsebaga sumberPendapatan
Adli Daerah (PAD)Kabupaten/Kotadi Provinsi Kalimantan Barat?

3. Seberapabesartingkatef ektivitaspenerimaanretribusi daerahK abupaten/Kota  di
Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan  masalah, maka

tujuanpenelitianiniyaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab fluktuasi realisasi penerimaan
retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan
retribusi daerahsebagai sumberPendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat,

3. Untuk mengetahui dan menganalisa
ef ektivitaspenerimaanretribusidaerahK abupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Barat,

1.4 ManfaatPenelitian

Beberapamanfaatyangdi harapkandarihasil penelitianiniantaral ain:

1. Bagi Pemerintah
Manfaat penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah
DaerahKabupaten/Kota di  Provinss Kalimantan Barat daam upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribus
daerah.

2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi
bagi peneliti berikutnya serta hasil penelitian ini dapat menambah kgjian yang
terkait dengan upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Landasan Teoritis

A. Teori Pendukung

Dalam penelitian ini terdapat teori-teori yang mendukung, antara lain:

a. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Prof. Meier (Adisasmita, 2005:205), pembangunan ekonomi sebagai
proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu
yang panjang. Menurut Schumpeter (Suryana,2000:5),pembangunan ekonomi
bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan
perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut  Prof. Simon Kuznets (Jhingan,2000:57), mendefinisikan
pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan

suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang
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ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan
kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang
diperlukannya.

c. Teori Pengeluaran Pemerintah
Teori Adolf Wagner, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan
kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh
Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah
(Idris,2016:35). Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah
dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu
keseluruhan. Berkaitan dengan Hukum Wagner, dapat dilihat beberapa
penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni :
a) meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban,
b) meningkatnya fungsi kesejahteraan,
¢) meningkatnya fungsi perbankan dan
d) meningkatnya fungsi pembangunan
Teori Peacock-Wiseman. Merupakan argumentasi dari teori Adolf Wagner,
sekaligus memperbaikinya. dengan ditemukannya kelemahan Teori Wagner
yaitu sebagai berikut :
a) Teori Wagner didasarkan atas teori kenegaraan,
b) Tidak memperhatikan pengaruh perang terhadap pengeluaran pemerintah
¢) Lebih menekankan jangka panjang sehingga kurang memperhatikan pola

waktu atau proses perkembangan pengel uaran pemerintah.

Oleh karena itu teori Peacock-Wiseman lebih menekankan pada pola waktu,
perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat continuous
growth, melainkan seperti tangga rumah (steplike). Teori ini juga
mengemukakan bahwa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah
karena displacement effect, inspection effect dan concentration effect.
d. Teori bataskritis Colin Clark.
Dalam teorinya, dikatakan bahwa tolerans tingkat pajak dan pengeluaran
pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun angara
belanja pemerintah tetap seimbang. Apabila batas 25 persen terlampaui maka
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akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

e. Teori Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena

adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara

perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya

yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu

contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang

dikelola oleh pemerintah.
B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal 1 Januari
2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan
paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya *“wacana” yang
berkumandang di seluruh provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia adalah
sentralisas (baca : kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun
implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro,2004:5). Satu nusa, satu bangsa
diterjemahkan dalam satu perencanaan dan satu komando pembangunan,
keseragaman. Akibatnya para birokrat di daerah sudah terlanjur biasa menunggu
“petunjuk” dari pusat dan tuntunan dari atas. Sentralisasi birokrasi maupun
konsentrasi geografis aktifitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan modal menjadi
keniscayaan. Tak pelak, pembangunan pun bias ke kawasan barat Indonesia,
khususnya Jawa dan daerah Metropolitan. (Kuncoro,2004:8). Salah satu
fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah
(Pemda) dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi
terhadap pemerintah pusat. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup
pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai dari
akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari
relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya transfer dari
pusat. Adalah ironis, kendati UU telah menggarisbawahi otonomi pada
Kabupaten/Kota, namun justru Kabupaten/Kota-lah yang mengalami tingkat
ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi (Kuncoro, 2004:10).
C. Penyediaan Barang Publik
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Salah satu kewajiban pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang
tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta. Masalah selanjutnya adalah, seberapa
besar pemerintah harus menyediakan barang publik, karena keterbatasan
kemampuan anggaran pemerintah. Penyediaan barang publik dalam jumlah
yang terlalu besar akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber-sumber
ekonomi, sebaliknya penyediaan barang dan jasa publik yang terlalu sedikit akan
menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan oleh
para ahli ekonomi, seperti Pigou, Bowen, Lindahl, Samuelson dan teori anggaran.
A.C. Pigou berpendapat, bahwa penyediaan barang publik akan memberi manfaat
(utility) bagi masyarakat; sebaliknya pajak yang dikenakan akan menimbulkan
keti dakpuasanmasyarakat/disutility(Mangkoesoebroto,1994:17). Semakin banyak
barang dan jasa publik disediakan pemerintah, maka tambahan manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin banyak
barang dan jasa publik, semakin besar biaya yang dibutuhkan dan
konsekwensinya semakin besar pula pgjak yang dipungut dari masyarakat.
Keadaan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Secara
teoristis, penyediaan barang dan jasa publik akan optimal, apabila kepuasan
masyarakat yang diperoleh sama dengan ketidakpuasan masyarakat dari
pemungutan pajak. Teori yang dikemukakan oleh Bowen, Lindahl, Samuelson
dan teori anggaran, berusaha memberi jawaban mengenai berapa jumlah barang
publik yang harus disediakan pemerintah, sehingga kepuasan masyarakat
terhadap alokasi sumber ekonomi antara barang publik dan barang swasta
tercapai tingkat optimal. (Mangkoesoebroto,1994:17). Teori yang dikemukakan
Bowen mengenal penyediaan barang publik, didasarkan pada teori harga seperti
dalam penentuan harga pada barang swasta. Lindahl mengemukakan analisisnya
yang mirip dengan Bowen, dengan perbedaan dalam bentuk harga yang
digunakannya. Bowen menggunakan harga absolut, sementara Lindahl
menggunakan harga relatif, yaitu presentasi dari pembiayaan pemerintah total.

Samuelson juga mengemukakan teorinya dengan menggunakan pendekatan
biaya keseimbangan umum (general equilibrium). la menyimpulkan bahwa

adanya barang publik tidak menghambat masyarakat untuk mencapai
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kesgjahteraan masyarakat yang optimal (Pareto optimality). Teori Samuelson
mengenai pengel uaran pemerintah merupakan teori paling baik, karena sederhana,
jelas, dan komfrehensif. Namun inipun juga mengandung beberapa kelemahan,
misalnya pada anggapan bahwa konsumen dapat mengemukakan kesukaan
mereka terhadap barang publik (Mangkoesoebroto,1994:18). Hal ini merupakan
kelemahan hal yang mendasar dari analisis pengeluaran pemerintah, karena
masalah utamanya adalah bagaimana pemerintah memungut pembayaran dari
konsumen barang publik. Tidak seorangpun mau dengan sukarela mengemukakan
kesukaanya akan barang sosial karena kesukaan ini akan menjadi dasar bagi
pemerintah dalam mengenakan tarif.
D. RetribusiDaer ah

Keberadaan retribusi daerah tidak terlepas dari diterapkannya otonomi
daerah dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai
salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan
umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik
yang lebih demokratis, (Sidik,2014:38). Salah satu komponen desentralisas
adalah desentralisasi fiskal. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan
fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan
pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah Daerah harus mendapat
dukungan sumber-sumber pendanaan baik yang bersumber dari PAD, bagi hasil
pajak dan bukan pagjak, pinjaman, maupun subsidi (Sidik,2014:40). Pelaksanaan
desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung oleh faktor-
faktor berikut:
a. Pemerintah Pusat yang mampu melaksanakan pengawasan dan enforcement;
b. SDM vyang kuat pada Pemerintah Daerah guna menggantikan peran

Pemerintah Pusat;

c. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab;

Kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. UU No.
23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah
adalah retribusi daerah. Retribusi daerah oleh UU No. 23 Tahun 2014
digolongkan dalam PAD. Dengan konsekwensi seamua pendapatan (100%)
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hasil retribusi dialokasikan untuk daerah. Salah satu kriteria penting untuk

mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus

rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini (Kaho,2004:138)

mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan

fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan

pelayanan dan pembanguna dan keuangan inilah yang merupakan salah

satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam

mengurus rumah tangganya sendiri”. Retribusi pada umumnya mempunyai

hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut

ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah,

misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal dan kartu langganan.

b. Perbedaan antara Pajak dengan Retribusi Daerah

Adapun perbedaan antara pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

a. Pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung. Sedangkan pembayar
retribusi menerima imbalan/manfaat dari penerimaretribusi.

b. Objek pajak bukan merupakan objek retribusi.

c. Pada retribusi berlaku sistem official assessment. Sedangkan pada pajak
berlaku sistem self assessment, official assessment, dan withholding.

c. Ciri-ciri retribusi daerah

Adapun secara umum ciri ciri retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan/ mengenyam
jasa-jasa yang disiapkan negara.

Kontribusi retribusi  terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang relatif tetap perlu mendapat
perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk
Kabupaten/K ota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih
besar terhadap Pendapatan Adli Daerah (PAD). Pada prinsipnya retribus sama

N To remove this message, purchase the
@ S Cl LI D PDF E productvat wlww.SoIidDoct:lments.com



13

dengan pagjak. Unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang
membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontra prestasi dalam retribusi
langsung dapat dirasakan oleh pembayarnya. Unsur-unsur yang melekat dalam
retribusi antaralain :
a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
b. Pungutannya dapat dipaksakan;
¢. Pemungutannya dilakukan oleh Negara;
d. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum;
e. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayarnya.
Melihat definis diatas dapat diambil kesmpulan bahwa retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah. Sedangkan obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang
menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi.
d. Jenis-jenis Retribusi Retribusi Daerah
Jenisjenisretribus dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenisretribusi jasa umum adalah :
Retribusi Pelayanan K esehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu penduduk dan Akte catatan Sipil.
Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
i. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan yang

-~ o o 0 T @
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disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial,

meliputi :

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal;

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan
oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adal ah:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi Penyediaan Kakus,

Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pelayanan Pelabuhan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

. Retribusi Penyeberangan

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi  Perizinan vyaituretribusiyangdikenakanataspemberian izin dari

© © N o g &~ wDdPE

R
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pemerintah  daerah  kepadaorang  pribadi atau  badan  yang
melakukanaktivitastertentu.Pemberianizin tersebutdi maksudkanuntuk
pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang publik, penggunaan sumber
daya aambarang,saranadan prasaranaatau  fasilitastertentuyangdapat
melindungikepentinganumumdan menj agakel estarianlingkungan.Jenis
retribusi  perizinan untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota
ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.Jenis-jenis
retribusi perizinan adalah :

1. Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi 1zin Gangguan
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3. Retribusi 1zin Trayek
e. Tujuan Retribusi Daerah
Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan
tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah.
Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

1. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna
memenuhi kebutuhan rutinnya.

2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui
jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU No 28 Tahun
2009, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan, kepada daerah
diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang
dipandang sesuai untuk daerahnya. UU No 28 Tahun 2009 menentukan bahwa
dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai
dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Teoriretribusi pemerintahdaerahmerupakan kebijakan
memungutbayaranuntukbarangdanlayananyang disediakanpemerintahberpangkal
pada pengertian efisiensiekonomi. Penerimaandari pemungutanadal ahsumber daya
untukmenai kkanproduksi sesuai dengankeadaanpermintaan.Barang  “masyarakat”
bermanfaatuntuksemuaorang terlepasdari berapamerekamembayar.Contoh:layanan
kesehatan. Devas,(1989:134)

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Oleh Supardi, (2008) yang berjudul “Kontribusi Pendapatan
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Bantul  (Periode 1996/1997-2005)” dengan  kesimpulan  bahwa
Kontribusiretribusi
daerahK abupatenBantulterhadapPA D padaperi odetahun1996/1997sampai den
gantahun2005nilainya cukupbai kdanhampir
mendekati 100%.0lehkarenaitu, hi potesi spertama,yang berbunyi:“Diduga
kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
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dari tahun 1996/1997-2005 mengalamipeningkatan”, adalah terbukti.
Efektivitas pengelolaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Bantul
selama  sepuluhtahundariperiode1996/1997sampaidenganperiode 2005
menunjukkan angkayangsangatbaikdan cenderungefektif.
Elastisitasretri busiatauti ngkatkepekaanperubahanretribusiyang menyebabkan

perubahan penerimaanPA Ddi K abupatenBantul secara
keseluruhandisimpulkan cenderungel astis.
AnalisistrendretribusiterhadapPA D,untukti gatahunkedepan, yaitutahun

2007,2008,dan2009cenderung mengal ami peningkatan. Terbuktidari

hasil perhitungandananalisi strendretribusidanPA Dpadatiga tahunkedepan
diprediksikan meningkat.

Penelitian dari Asnirawati,(2008) yang berjudul “Kontribusi Penerimaan
Retribus Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten/Pemerintah Kota di Sumatera Utara”.
Hasil penelitianinimenunjukkannilai Rsguaresebesar79,6%artinya, 79,6%
variabel dependen PAD dijelaskan oleh variabel independen retribusi daerah
Pemkab/PemkoSumatera Utara,dansi sanyasebesar
20,4%(dijelaskanolehvariabellain  yangtidakdisebutkandalam  model.Rata-
ratakontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara untuk tahun
2004-2006 sebesar 31,7%. M akaditinjaudariaspekkemampuan
keuangandaerah,ProvinsiSumatera Utarabelum dapat menjalankan otonomi
secara konsekuen karena masih tergantung dari
penerimaanl ai ndiluarpenerimaanPA D.PenerimaanPA Duntuktahun 2007
secara umumdiprediksikan akan mengalami kenaikan.

Penelitian oleh Kambu,(2015) yang berjudul “Kontribusi Pajak Dan
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong”.
Dengan kesimpulan bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Sorong begitu
relatif kecil terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sorong, akan
tetapi menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi retribusi
daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong lebih besar dari
PAD, akan tetapi mulai mengalami penurunan. Perkembangan Pgjak Daerah
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dan Retribus menunjukkan trend positif dengan slopenya curam yang
berarti penerimaan Pgjak dan Retribusi Daerah untuk tahun-tahun ke depan
sangat berpotensi untuk meningkat dengan cepat. Penerimaan Pendapatan
Adli Daerah menunjukkan peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun

terutama pada tahun terakhir dan berpotensi untuk meningkat dengan cepat.

Bentuk Penelitian
Bentuk yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Sebagaimana dikatakan Nawawi (1990:64) bahwa metode deskriptif
memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada
saat penelitian dilakukan atau bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-
fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan
interpretasi rasional yang akurat.
Jenis Data dan Sumber Data
Obyek dalampenelitianiniadalahPemerintah DaerahKabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat Tahun2009-2014.
Sumber DataPenelitian
Sumber data penelitian ini adalah data keuangan dari Dinas Pendapatan
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan didukung oleh Data BPS
Kabupaten/K ota dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.
AnalisisData
a. AnalisaKontribusi Retribusi terhadap PAD (Halim, 2001)

Kontribusi retribusi adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui

sumbangan retribusiterhadaptotal PA D.Dalammengukur
analisarasi okonstribusi penelitimenggunakan suaturumus.Rumusnyaadal ah:
K = 2 RPR X 100%
Y. PAD

Keterangan : K = Kontribusi Retribus terhadap PAD
Y. RPR = Jumlah realisasi retribusi
Y. PAD = Jumlah realisasi PAD

Pedomanpenilaiandankontribusi penerimaanretribusidaerah
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diukurmenggunakankriteria skala interval
berdasarkanK eputusanM enteri DalamN egeri RepublikindonesiaN0.690.900.327
Tahun1996tentang kriteriapenilaiankinerjakeuangan, selengkapnyadirinci sebagai
berikut:

Tabel 2
Penilaian Kinerja Keuangan dari Aspek Kontribusi
Kontribus Retribus daerah (%) Kriteria
=50 Sangat Baik
40 — 49,99 Baik
30- 39,99 Sedang
20 - 29,99 Cukup
10- 19,99 Kurang
<10 Sangat Kurang

Sumber Data : Kepmendagri N0.690.900.327 Tahun1996

b. Efektivitas Retribusi

Efektivitas adalah hubungan antara hasil penerimaan retribusi dari retribus
terhadap potens retribusi. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat
output, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi mencapai tujuan yang
ditetapkan, Rumus adalah :

Realisasi Penerimaan Retribusi

Efektivitas = X100%

Target penerimaan retribusi

Pedomanpenilaiandankinerja ef ektivitaspenerimaanretribusidaerah
diukurmenggunakankriteria skala interval
berdasarkanK eputusanM enteri DalamN egeri RepublikindonesiaN0.690.900.327
tahun1996tentang kriteriapenilaiankinerjakeuangan, selengkapnyadirinci sebagal
berikut:

Tabel 3
Penilaian Kinerja Keuangan dari Aspek Efektivitas
Per sentase Efektivitas Retribusi Daerah (%) Kriteria
=100 Sangat efektif
90 — 99,99 efektif
80— 89,99 Cukup efektif
60 — 79,99 Kurang efektif
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<60 | Tidak Efektif |

Sumber Data : Kepmendagri N0.690.900.327 Tahun1996

Siagian,(2001:24) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber

daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yag
dijalankannya.

4.4. DefinisiOperasional Variabel

1. RetribusiDaerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat
denganadanyakontraprestasisecaralangsung  kepadasipembayar.  Retribusi
Daerah dinyatakan dalam rupiah.

2. PendapatanAsliDaerah(PAD)merupakanpendapatanpemerintahdaerah ~ yang
bersumber dari aktivitas komponen sumber daya ekonomi daerah yang
berpotensiuntukdikel olasecaramaksimalyang meliputihasil penerimaan pajak
daerah, retribusidaerah, hasilpengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan
sertalain-lain pendapatanasli daerah yangsah. PAD dinyatakan dalam ukuran

rupiah.

3. Kontribusi  retribusi daerah  merupakan sumbangan redlisasi  dari
penerimaanretribusi daerahterhadapbesarnya pendapatanaslidaerahyang
diterima, sedangkan
kontribusiretribus daerahdi ukurdengancaramembandingkan realisasidari

penerimaanretribusidaerah terhadap realisasipendapatanasli daerah. Kontribusi
penerimaan retribusi daerah dinyatakan dalam persentase.

4. Efektivitas adalah rasio dari realisasi penerimaan retribusi daerah dengan
target/anggaran penerimaan retribusi daerah. Efektivitas penerimaan retribusi

daerah dinyatakan dalam persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah
Kabupaten/K ota di Provinsi Kalimantan Bar at

Selama Tahun 2009 sampai dengan 2014, target penerimaan Pendapatan Adli
Daerah (PAD) mengalami kenaikan, dimana setiap Pemerintah daerah

N To remove this message, purchase the
@ S Cl LI D PDF E productvat wlww.SoIidDoct:lments.com



20

Kabupaten/K ota berusaha meningkatkan realisasi penerimaan PAD. Untuk target
anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi ditetapkan oleh Kota Pontianak
dan Kabupaten Ketapang, sehingga mereka berusaha mengejar target tersebut,
sedangkan target anggaran pendapatan adsli daerah (PAD) yang terendah
ditetapkan oleh Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Bengkayang.
Kota Pontianak menetapkan target tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terutama dari sektor pajak daerah. Kota Pontianak memiliki potens dalam
peningkatan PAD vyaitu jumlah penduduk terbanyak dan merupakan ibukota
Provins Kalimantan Barat dan pusat perekonomian. Sedangkan Kabupaten
Kayong Utara menetapkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terendah, ha ini disebabkan Kabupaten pemekaran dengan jumlah penduduk
paling sedikit di Provinsi Kalimantan Barat. Pada zaman otonomi daerah bahwa
Pendapatan Adi Daerah (PAD) sangat dibutuhkan untuk kemandirian keuangan
daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut. Jika disgjikan dalam
bentuk tabel 4 tentang Realisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provins
Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/K ota di Provinsi Kalimantan Barat (dlm milyar rupiah)

No | Kab/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Rata-rata
1 | Sambas 2520 26,15| 31,87 | 31,75| 46,44 | 11949 48,89
2 | Bengkayang 14,73 | 1580| 1545| 17,83 | 22,82 | 36,80 20,58
3 | Landak 1325 | 1538 | 2064 | 29,67 | 3345| 8569 33,01
4 | Mempawah 2145| 1519 | 2222 | 26,02 | 4131| 60,32 31,09
5 | Sanggau 2548 | 2052 | 3538| 4360| 6154| 62,59 41,52
6 | Ketapang 30,07 30,79 | 4359 | 60,60 | 131,49 | 110,46 67,83
7 | Sintang 29,11 | 30,26 | 5367 | 4990 | 67,39| 96,28 54,44
8 | KapuasHulu 3096 | 2061 | 2472| 3152| 31,13| 73,00 35,32
9 | Sekadau 1142 | 1199| 19,76 | 1836| 3554 | 34,53 21,93
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10 | Melawi 14,24 | 14,07 976 | 12,27 | 18,13 | 27,19 15,94
11 | Kayong Utara 5,56 5,63 846 | 5540 | 1102| 17,45 17,25
12 | Kubu Raya 12,44 1356 | 5557 | 4441 | 64,27 | 97,40 47,94
13 | Pontianak 65,84 | 87,38 | 151,13 | 208,62 | 265,27 | 298,76 179,50
14 | Singkawang 22,83 | 2433| 3534| 37,32| 51,33| 90,01 45,53

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Kontribusi penerimaan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Adli
Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Bar at

Realisass Penerimaan retribus daerah bersifat fluktuatif, secara rata-rata
kontribusi retribusi daerah adalah cukup baik. Kontribusi retribusi daerah tertinggi
dicapai oleh Kota Singkawang (kategori sedang), sedangkan kategori kontribusi
sangat kurang dicapai oleh Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten
Ketapang. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pontianak tidak tinggi
meskipun nilai realisasinya tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan
sebagian besar Pendapatan Asli Daerah bersumber dari sektor pajak daerah.
Secara rata-rata Kabupaten/Kota memiliki tingkat kontribusi dengan kategori
sedang. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi kategori baik adalah
Kota Singkawang, Kontribusi kategori cukup adalah sebanyak 4 (empat)
Kabupaten dan kontribusi kategori kurang sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota
sedangkan kategori kontribusi sangat kurang terdapat 2 (dua) Kabupaten. Berikut
disgjikan tabel 4 tentang besar kontribusi retribusi daerah Kabupaten/Kota
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu :

Tabel 5
Rata-rata Kontribus Retribusi Daerah terhadap PAD
Kabupaten/Kota di Proving Kalimantan Bar at

NO | KABUPATEN/KOTA | KONTRIBUSI (%) | KETERANGAN
1 | SAMBAS 32,48 Cukup baik
2 | BENGKAYANG 28,41 Sedang
3 | LANDAK 15,09 Kurang
4 | MEMPAWAH 22,54 Sedang
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5 | SANGGAU 34,27 Cukup baik

6 | KETAPANG 9,35 Sangat kurang

7 | SINTANG 27,68 Sedang

8 | KAPUASHULU 29,11 Sedang

9 | SEKADAU 22,03 Sedang

10 | MELAWI 32,25 Cukup baik

11 | KAYONG UTARA 7,63 Sangat kurang

12 | KUBU RAYA 22,92 Sedang

13 | PONTIANAK 18,48 Kurang

14 | SINGKAWANG 47,38 Baik
RATA-RATA 24,97 Sedang

Kontribusi  retribusi  daerah terhadap Pendapatan Adi  Daerah
Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Barat perlu ditingkatkan dengan
mengoptimalkan retribus jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu, besarnya
kontribusi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 masih bersifat fluktuatif.
Belum ada Kabupaten/Kota yang tergolong kontribusinya sangat baik, bahkan
masih ada kontribusinya sangat kurang yaitu Kabupaten Kayong Utara (KKU).
Rendahnya kontribusinya disebabkan oleh belum diterapkannya pemungutan
retribusi secara maksimal dan belum menggali potensi retribusi yang dimiliki oleh
daerah tersebut, masih buruknya pelayanan publik sehingga masyarakat enggan
membayar retribusi seperti jalan yang masih rusak, infrastuktur yang rusak dan
diperparah dengan adanya pungli oleh oknum tertentu yang bisa membuat
masyarakat enggan membayar retribusi dan dapat mengurangi Pendapatan Adli
Daerah (PAD). Berikut informasi lengkap pada tabel 6 tentang kontribusi retribusi
daerah terhadap Pendapatan Adli Daerah yaitu :

Tabel 6
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Kabupaten/K ota di Provinsi Kalimantan Barat (% )

NO| Kab/Kota | 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ Ratarata
1 | Sambas 61,09|59,75| 5505| 7,05|] 932| 260 32,48
2 | Bengkayang 1354 | 17,89 | 36,07 | 37,15| 32,61| 3553 3343
3 | Landak 12,98 | 1412| 938 | 1694 | 2874 802 15,24
4 | Mempawah 10,00 | 1820 | 16,82 | 34,98 | 23,06 32,21 22,54
5 | Sanggau 36,19 | 36,57 | 30,93 | 30,17 | 36,93 | 25,69 32,75
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6 | Ketapang 8,11 | 11,68 824 | 1531 6,04 5,86 9,20
7 | Sintang 338214090 | 3240 | 37,68 | 16,42 4,85 27,68
8 | Kapuas Hulu 5573047 | 3094| 37,33 | 38,69 | 31,64 29,11
9 | Sekadau 14,76 | 2482 | 17,89 | 30,20 | 20,62 | 23,86 22,27
10 | Melawi 3399 |31,25| 3191 | 4167 | 3657 | 17,18 32,10
11 | Kayong Utara 6,30 | 591 8,11 0,91 554 | 19,05 7,64
12 | Kubu Utara 235213069 | 10,02 | 1594 | 12,70 | 2585 22,89
13 | Pontianak 243512095| 1584 | 1294 | 20,13 | 16,65 18,48
14 | Singkawang 57,66 | 6528 | 57,72 | 4587 | 46,89 | 10,86 47,38

Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provins

Kalimantan Bar at

Tingkat penerimaan retribusi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013
adalah efektif, namun untuk tahun 2014 kurang efektif dikarenakan realisas
retribusi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Tingkat efektivitas
pengelolaan retribus daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan dikategorikan
sangat efektif, Tingkat efektivitas penerimaan retribusi tertinggi diraih oleh
Kabupaten Kapuas Hulu dengan kategori sangat efektif, dan tingkat efektivitas
terendah diperoleh oleh Kabupaten Melawi atau dikategorikan kurang efektif.
Jumlah Kabupaten/K ota yang memiliki pengelolaan retribusi daerah sangat efektif
sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota,yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten
Sanggau, Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang,
dan Kabupaten Ketapang, terdapat satu kota yang memiliki kategori efektif yaitu
Kota Singkawang, dan terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang tergolong cukup
efektif yaitu Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak
sedangkan kategori cukup efektif adalah Kabupaten Melawi.

Penyebab Kota Pontianak memperoleh kategori cukup disebabkan oleh
target pendapatan retribusinya terlalu tinggi dengan tujuan agar instans tersebut
berusaha mengejar realisasi retribus yang tinggi di akhir tahun, sedangkan apabila
ada Kabupaten/Kota kategori sangat efektif bisa juga diakibatkan target yang
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ditetapkan terlalu kecil atau disebut pas-pasan sehingga dengan mudah dapat
terealisas dengan jumlah kecil. Seharusnya dalam menetapkan target penerimaan
retribusi daerah harus mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki atau
melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap retribusi daerah. Rendahnya
realisas retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu. Hal ini
disebabkan pengalihan hak dan kewenangan pemungutan beberapa jenis retribusi
daerah oleh Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut
ini disgikan dalam tabel 7 tentang rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

Tabel 7
Rata-rata efektivitas Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Bar at

NO | KABUPATEN/KOTA | EFEKTIVITAS (%) KETERANGAN
1 | SAMBAS 102,10 Sangat efektif
2 | BENGKAYANG 121,75 Sangat efektif
3 | LANDAK 126,44 Sangat efektif
4 | MEMPAWAH 120,12 Sangat efektif
5 | SANGGAU 135,91 Sangat efektif
6 | KETAPANG 122,12 Sangat efektif
7 | SINTANG 125,65 Sangat efektif
8 | KAPUASHULU 169,46 Sangat efektif
9 | SEKADAU 87,01 Cukup efektif
10 | MELAWI 72,04 Kurang
11 | KAYONG UTARA 84,42 Cukup efektif
12 | KUBU RAYA 131,79 Sangat efektif
13 | PONTIANAK 81,77 Cukup efektif
14 | SINGKAWANG 91,60 Efektif

RATA-RATA 112,30 Sangat Efektif

Secara ratarata tingkat efektifitas penerimaan retribusi  daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tergolong sangat efektif yaitu
sebesar 112,30%. Penerimaan Retribusi daerah yang paling efektif dicapai oleh
Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan tingkat efektivitas terendah dicapai oleh
Kabupaten Melawi. Tingkat efektivitas akan tinggi, hal ini terjadi jika realisas
retribusi berada diatas target, sebaliknya apabila pencapaian redisasi anggaran
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retribusi dibawah target retribusi yang ditetapkan oleh Instansi/SKPD terkait di
lingkungan Kabupaten/Kota, maka tingkat efektivitasnya akan rendah. Besarnya
angka tingkat efektivitas Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Barat dari
Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah bersifat fluktuatif. Pada Tabel 8
dibawah ini, akan dirincikan mengenai tingkat efektifitas penerimaan retribus
daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2014 dan rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah yaitu :

Tabel 8
Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten/K ota
Di Provins Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 — 2014 (dalam %)

NO Kab/Kota 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Rata-rata
1 | Sambas 12259 | 99,70 | 94,70 | 87,74 |12893 | 78,68 102,10
2 | Bengkayang 106,71 | 119,66 | 223,03 | 110,74 | 7442 | 9591 121,75
3 | Landak 100,76 | 106,79 | 112,59 | 268,19 | 132,62 | 34,69 125,94
4 | Mempawah 58,75 | 73,92 | 89,96 | 206,63 | 168,19 | 123,27 120,12
5 | Sanggau 164,93 | 108,25 | 134,74 | 139,87 | 105,96 | 161,74 135,91
6 | Ketapang 88,24 | 117,88 | 148,86 | 21892 | 85,58 | 73,26 122,12
7 | Sintang 104,85 | 114,95 | 143,40 | 120,08 | 211,39 | 59,23 125,65
8 | Kapuas Hulu 68,99 | 202,61 | 157,40 | 202,93 | 129,78 | 255,03 169,46
9 | Sekadau 78,46 | 104,83 | 73,27 | 90,32 | 86,88 | 88,30 87,01

10 | Melawi 8965 | 7729 | 59,33 | 89,06 | 5252 | 64,36 72,04
11 | Kayong Utara 99,38 | 100,15 | 114,82 | 8290 | 52,28 | 57,61 84,52
12 | Kubu Utara 112,17 | 159,50 | 109,13 | 97,20 | 80,71 | 232,48 131,86
13 | Pontianak 7559 | 86,63 9311 | 66,72 8260 | 8595 81,77
14 | Singkawang 86,83 | 86,02 | 113,77 | 81,75| 9345| 87,77 91,60

Kesimpulan dan saran
Berdasarkan hasil analisis permasalahan kontribusi  retribusi  daerah
Kabupaten/Kota di Provins Kalimantan Barat tersebut diatas, maka dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyebab realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provins
Kalimantan Barat mengalami penurunan adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas-puskesmas, Pustu dan Polindes,
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b. Ada perda yang mengatur dimana Kepala Daerah dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi,

c. Pelayanan gratis terhadap retribusi biaya penggantian cetak KTP/Akta
Catatan Sipil, dan

d. Retribuzi izin trayek menurun karena mudahnya mendapatkan kredit
kepemilikan sepeda motor,

e. Adanya juru parkir/ jukir illegal dan parkir liar, mangemen pengelolaan
parkir masih belum baik, dan adanya pungutan liar (pungli)

g. Belum optimalnya pemanfaatan potens retribusi yang dimiliki daerah

h. Adanya penghapusan sgumlah 68 (enam puluh delapan) perda yang
dianggap bermasalah oleh pemerintah pusat yang bertujuan memudahkan
investas dengan penghapusan sgjumlah retribusi perizinan. Dari 14
perizinan yang masih ada pun, hanya empat di antaranya yang masih ditarik
retribusi. Sisanya gratis. Seperti retribusi Surat 1zin Tempat Usaha (SITU)
dan retribusi Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP),

i. Masih lemahnya pengawasan terhadap Perda PDRD, kurangnya kapasitas
daerah dalam penetapan subyek, obyek dan tarif retribusi daerah dan
pengenaan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh daerah, Adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar
retribusi karena pelayanan buruk dan adanya korupsi oleh Oknum pegawai.

Sedangkan peningkatan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota

di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh :

a. Pelayanan kesehatan terdapat perubahan Askes menjadi BPJS Kesehatan,

b. Optimalisasi retribusi  kebersihan/persampahan, retribusi  parkir dan
peningkatan realisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) disebabkan
semakin giatnya pembangunan pemukiman dan ruko,

. Rata-rata kontribusi retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan

Barat tergolong kategori sedang. Secara keseluruhan Kontribusi retribusi

daerah tertinggi diraih oleh Kota Singkawang, Kontribusi terendah diperoleh

oleh Kabupaten Kayong Utara (KKU). Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki
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kontribusi kategori baik adalah Kota Singkawang, kontribusi kategori cukup
baik sebanyak 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten
Sambas, dan Kabupaten Melawi, sedangkan kategori kontribusi sedang
sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten
Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten
Sekadau. Untuk kontribusi kategori kurang sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota
yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Landak sedangkan kategori kontribusi
sangat kurang terdapat 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang dan
Kabupaten Kayong Utara (KKU). Retribusi Daerah belum menjadi andalan
dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Adi Daerah (PAD). Penyumbang
terbesar retribusi daerah berasal dari pemungutan retribusi jasa umum seperti
retribus pelayanan kesehatan, retribusi parkir dan retribusi kebersihan.
Sedangkan yang paling rendah adal ah jasa perizinan tertentu.

3. Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provins
Kalimantan Barat secara keseluruhan dikategorikan sangat efektif, dimana
tingkat efektivitas penerimaan retribusi tertinggi diraih oleh Kabupaten Kapuas
Hulu dengan kategori sangat efektif, dan tingkat efektivitas terendah diperoleh
oleh Kabupaten Melawi dengan kategori kurang efektif. Jumlah
Kabupaten/Kota yang memiliki pengelolaan retribusi daerah sangat efektif
sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, hanya satu kota dengan kategori
efektif yaitu Kota Singkawang, dan terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang
tergolong cukup efektif yaitu Kabupaten Sekadau, Kayong Utara dan Kota
Pontianak sedangkan kategori kurang efektif adalah Kabupaten Melawi.

B. Saran

Penulis akan mencoba mengemukakan beberapa rekemondasi kebijakan untuk

meningkatkan penerimaan retribusi daerah/Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan retribusi daerah diharapkan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat agar
memberikansanksi hukumyangtegasbagipelanggar,  pengumpul ataupemungut
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retribusi yang melakukan pungutan liar atau instansi-instansi terkait (SKPD)
yang tidak menyetor langsung ke kas daerah.
K ualitasaparatdaerahdanpel ayananterhadapmasyarakatharusl ebihditingkatkan
lagi. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat hendaknya
lebih bersikap fokus didalam pengelolaan retribusi pada masa otonomi daerah
ini agar dapat tercapai kemandirian keuangan daerah dan memberikan
dampak yang positif bagi perkembangan penerimaan retribusi daerah.

. Untuk meningkatkan besarnya kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap
Pendapatan Adli Daerah (PAD) disarankan terus mengoptimalkan pemungutan
Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikass maupun ekstensifikasi.
Intensifikas dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan,
meningkatkan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta
meningkatkan sumber daya manusia pengelola retribusi sendiri. Serta terus
melakukan edukasi dan sosialisas kepada masyarakat akan pentingnya
retribus daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
harus maksimal dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan
yang berasal dari retribusi daerah. Agar dapat mandiri diperlukan langkah
inovatif mencari peluang dari dunia usaha yang melakukaneksplorasi sumber
daya alam dan potensi retribusi daerah. Diperlukan adanya kajian dan evaluasi
yang komprehensif terhadap efektivitas dan kontribusi dari obyek-obyek
retribusi yang ada sebagai bahan pertimbangan didalam penetapan tarif,
penambahan obyek retribusi, dan juga penetapan target penerimaan retribusi
secara berkala, sehingga hasil penerimaan yang diperoleh dapat sesuai
dengan yang diharapkan.

. Agartargetretribusi daerahdapattereali sasidenganbai k,aparatdariinstansi -instansi
terkaitperlumembuatstrategi supayapotensi dariretribusiitusendiridapattergal i
denganmaksimal. Dalam menetapkan target retribusi harus melihat potensi
yang dimiliki dalam menetapkan target retribus, dan perlu
diadakannyapenyul uhantentangpentingnyakewajiban
membayarretribusidaerah.Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalimantan Barat diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar
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tingkat efektitivitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa
meningkat, Pemerintah perlu memperhatikan setiap anggaran retribusi daerah
diharapkan bisa efektif dan efisien dihimbau agar lebih memprioritaskan
retribusidaerah untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana
dan prasarana untuk kepentinganmasyarakat karena Pendapatan Asli Daerah
banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk retribus daerah, sehingga
masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.
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